
Fyd.@6.nF€dg]ibhod.n
mmanbpbitsBhFEn

D*=h*baoalmaEd'al$dd'hP6ecno*Eh
K.bupd.nDBBrrinlkdnJ6paEN
dh.n&ne sd,h rd sut bsi d6ns

maraP@tUEnI)*BhKabupd.

kekvso&Ehts'lud]e!1nd.ndibblk8nkanb€li

P6f,ba(*anD@h.d@Ehl("hlp*

J6 rsun 1ee7 1.'(.n0 P'iak
laatsh dar Fettlgi oa.Eh (L{bqs

l.mb:dn N.!ac Nonol s)
s r,hun M (Lmb.En N€q.E r.
Tanb.hri LenbEn xd.B xm.043)i

s rrmb€Mn lamb€En N.€rE Nohd 3ae )i

RdibGi Dd* ( l..nbaEn n6s@
i i9 , l.mb6b hb6th Nqe Nomol4l3g),

Menimbang 

Mengingat 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARRA 
NOMOR 2 TAHUN 2002 

TENTANG 

RETRIBUSI PEMAKAAN KEKAYAAN DAERAH 

DENGAN AHAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEPARA, 

a bahwa Retribusi Daerah merupakan galah satu sumber 
Pendapetan Asli Daerah yang penting untuk membiayal 
peyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gun% 
mermantapkan penyelenggaran otonomi di Kabupaten 
Jepara 

b. bahwa beberapa ketentuan Retribusgi Permakaian Kekayaan 
Deerah sebagaimane diatur dala Peraturan Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat l Jepara Nomor 16 Tahun 199 
dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang, 

¢ bahwa berdasarkan pertirmbangan tersebut hurut a dan b 
maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I 
Jepara Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian 
Kekayaa Daerah pert dicabut dan ditetapkan kerbali 
dengan Pereturan Daerah; 

1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Peebentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
ropinsi Jarwa Tengat, 

2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 
Noor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 
34 Tahun 200 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, 
Taebahan Lembaran Negara Nomor 4048) 

3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 ter1tang 
eeerintahan Daerah ( Lembaran negara tahun 1999 Narnor 
60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3839) 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah ( Lembaran negara Tahun 2001 Noor 
119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) 

' 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR 2 TAHUN 2002 

TENTANG 

RE TIBUSI PEMAKAAN KEKAYAAN DAERAH 

DENGAN RRAHNAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEPARA, 

a bawa Retribusi Daerah fnerupal.an saleh $atu Surber 
Pendapatan Asli Daerah yang penting untuk membia ya 
peryelenggaraan eenerintahan dan pembangunan gun 
mermantapkan penyelenggaran otonomi di Kaup ten 
Jepara 

b. batwa beberapa ketentuan fRetribusi Pemakaia #Kekayaan 
¥ rah sebagairana diatur dalan Pereturan Deerah 
Kabupaten Daerah Tingkat ll Jepara Nomar 16 Tahun 1998 
dipandang sudah idak sesuai lagi dengan kondisi sekarang 

c bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut hurut a dan b 
maka Peraturan Daerah Kabup&ten Daerah Tigkat ll 
Jepera Nomor 16 Tetu 1998 tentang fRetribusi Pemakaian 
Kekaya Daerah perlu dicabut dan dietapkan kerbelii 
dengan Persturan Daerah 

2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 
Noor 41, Tambahan Lermnbare Negars Nomor 3885) 
sebagairmana telah diubah dengan Urdiang-undang Nomot 
34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, 
Tanbahan Lembaran Negara Nornor 4048 

3 pang-8?"" z hon is tears 
Peenerintahan Daerah ( Lembaran negara tahum 1999 Narmor 
60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3839 ) 

4peraturan Pemerintah Na/nor 86 Tahun 200f tentang 
Retribusi Dau rah ( Lembaran negara Tahun 2001 Nomor 
11g,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) 
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5. Keputusan Menteni Dalam Negeni Nomor 4 Tahun 1997 
tentang Penyidik Pegarwai Negeri Sipil di Lingkungan 
Peenerintah Daerah, 

6. Keputsan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daer%h 

7 eraturan Daerah Kabupaten Daenah Tingkat ll Jepara 
Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidike Pegarwai Negeri Sipill 
di Ling#ungan Pemerintah Kabup@ten Dati IL Jepara; 

Dengan Persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG 
RE TRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 

KETENTUAN UMUM 

Pasal f 

Dalam eraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 

1 Daerah adalah Darah Kbupaten Jepara, 

2 Pererintah Daerah adatah ererintah Kabupaten Jepara 

3. Bupati adatah Bupeti Jepera; 

4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipit yang diberi tugas tertentu dibidang 
retribusi daerah sesusi dengan peraturan perundang-undangan yang berlake 

5. Kekayaan Daerah adalah benda bergerak atau tidak bergerak yang dimiliki atau 
dikuasai oleh Pererintah Daerah, meliputi tanah, bangunan, gedung, jalan 
Kabupaten den kendaraan/algt berst 

• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalat 
pembayaran atars pemakaian at@u penggunaan kekgyaan daerah, 

7, Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan 
menganut prinsip komerslat karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh 
gektor swasta 

2 

5. Keputusan Menteni Dalam Negeni Nomor 4 Tahun 199 
tentang Penyidik Pegarwai Negeni Sipit di Ling#ungan 
eunerinta Daerah; 

6. Ksputusan enter Dalamn Negeri None 174 Tahu 19g7 
tentang edoman Tata Cara Perungutan RetribusiD heh 

7eraturan Daerah Kabupaten Dansh Tigkat ll Jepara 
Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negei Sipill 
di Ling#ungan Pemerintah Kabupten Dati Jepara 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA 

MEMU TUSKAN 

Menetapk.an PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG 
RE TRIBUSI PEMAKANAN KEKAYAAN DAE AH 

KETENTUAN UMUM 

Pasal f 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 

1 Daerah adalah Darah Kbupaten Jepara 

2 Pererintah Daerah adalah Pererintah Kabupaten Jepars 

3. Bupai adatah Bupati Jepera; 

4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipit yang diberi tugas tertentu dibidang 
retribusi daerah sesusi dengan peraturan perundang-undangan yang berlgku 

5. Kekayaan Daerah adalah benda bergerak atu tidak bergerak yang dimiikiat 
dikuasal oleh Pererintah Daerah, melipguti tanah, bangunan, gedung, jala 
Kabupaten den kendaraan/algt berat 

• Retribusi Peakgian Kekayaan Daerah yang selanjutry disebut retribusi daiah 
pembayaran atars pemakaian at@u penggunaan kelgyaan daerah 

7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediaka oleh pemerintah daerah denga 
menganut prinsip komersial karena pada dsarnya dapat pula dist diaian oleh 
sektor $wast.a 
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8. Badan adalah sekumpulan orang/atau modal yang merupakan kesatuan balk 

yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi 
Perseroan Terbats, Perseroan komanditer, perseroan lainnya Badan Usaha 
Mk Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firms. koperasi, 
daa pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan , organs.as mass.a, 
organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis , lembaga, bentuk usaha 
tetap dan bentuk badan lainnya, 

g. Surat Ketetapan Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat 
Keputusan yang menentukan besarnya jurnlah retribusi yang terutang 

10.Surat Tagihan Retrbusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat 
untuk relakukan tagihan retribusi daerah dan atau sangs administrasi berupa 
bunga atau denda, 

1ffanda Pembay@ran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat TRD adalah 
tanda sebagai bukti pembay@ran atas pemakaian kekayaan daerah; 

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH 

Pasal 2 

Dengan nama Retribusi Permakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi Daerah 
sebagai pembayaran ates Permakai Kekayaan Daerah 

Obyeke Retribusi Daerah adalah pernaksian kekayaan Daerat 

Pasal 4 

Subyek Retribusi Daerah adalah orang pnibadi atau baden yang menggunakan 
kekayaan Daerah 

Pasal 5 

Wajib Retribusi Daerah adalah orang priboadi atau badan yang diwajbkan 
membayar atars perhakgian kekayaan Daerah 

BAB Ill 

G0LONGAN RETRIBUSI 

Pasal 6 

Retribusi Permakaian Kekayaan Daerah termaguk Golongan Retribusi Jasa Usaha 

, 
8. Badan adalah sekumpulan orang/atau model yang merupakan kesattan balk 

yang melakukan usaha maupun tidak melakuk.an ugh yang m giputi 
erseroan Terbatas, Perseroan komanditer, perseroan lainnyaBedan Ulsaha 
Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, koperasi, 
daa pensiun, persekutuan, perkumpulan, yaryes.an, organs.as mm .a 
organisasi sosial politik, atau organs@si yang sejenis , lernbaga, bentuk usaha 
tetap dan bentuk badan lainnya; 

9. Surat Ketetapan Retribusi daerah yang selanjutrya disingkat SKRD adalah Surat 
Keputusan yang menentukan besarnya jurleh retribusi yang terutang 

10. Surat Tagihan Retribusi De rah yang %elanjutnya disingkat STRD adslah Surat 
untuk melakukan tagihan retribusi daerah dan atau sangs adrinistresi berupa 
bunga atau denda 

1ffanda Pembyaran Retribusi Daerah yang selarjtrye disingit TPRD adalash 
tanda sebagai bukti pembayaran etas pemaka nkekayaar derah, 

NAMA , OBYEK SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH 

Pasal 2 

Degan name Retribugi Perakaian Kelay%an Daerah dipungut fRetribusi D ah 
sebagai pembayaran at.as Permakaian Kekayaan Dae rah 

byek Retribusi Daerah jalah pernaksian kekayaa Dae rah 

Pasal 4 

Subyek Retribusi Daerah adalah orang pribadi atu baden yang mengguna.an 
kekayaan Dau ah 

Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang di j bk.an 
membayar atars perhakgian kekya Dae/ah 

GOLONGAN RE TRI8USl 

Retribusi emakaian Kekayaan Daera termesuk Golongen Retribusi Jess Ulsaha 
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BAB V 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pas8l 7 

Tigkat pengunaan jag diukur berdasark.an jenis dan jangka waktu perakaian 
kekaryaan Deerah 

PRINSIP PENETAPAN STRUK TUR BESARRNYA TARIF 
RETRIBUJSI DAERA 

Pringip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya t&if Retribusi Daerah 
didas.ark.an pad tujuan untuk memperoleh keuntungan yang laryak den gebagal 
pengganti biaya pengadaan, perelihgrsgn den penyelenggaraan 

8TUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH 

Struktur dan besamnya taip Retribusi ditetapkan sebagairang tercantum dalam 
Lampiran yang rerupakan bagian tak terpigahkan denga Persturan Deer8h ini 

WILA YAH PEMUNGUTAN 

Pasal 10 

Retribusi Daerah dipungut di wilayah Deere.h tempt pelayanan perakaian 
Keksyaan Daerah diberikan 

BAB VI 

TATA CARA PEMUNGUT AN 

Pasal 1f 

(1) Permungutan Retribusi Daerah tidak dapat diborongkan 

(2) Retribusi dipungut dengan merggunakan SKRD at#u dokumen lain yarg 
dipersana.an 
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BAB V 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pas8l 7 

Tigkat pengunaan jag diukur berdasark.an jenis dan jangka waktu perakaian 
kekayaan Deerah 

PRINSIP PENETAPAN STRUK TUR BESARNYA TARIF 
RETRIBUJSI DAERA 

Pasal 8 

Pringip dan sasaran penetapan struktur dan besarrya t&if Retribusi Daerah 
dides.ark.an pad tujuan untuk memperoleh keuntungan yang laryak den gebagal 
pengganti biaya pengadaan, pereliher8gn den penyelenggaraan 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH 

Struktur dan besanya taip Retribusi ditetapkan sebagairang tercantum dalam 
Lampiran yang rerupakan bagian tak terpigahkan denga Peraturan Deerah ini 

WILA YAH PEMUNGUTAN 

Pasal 10 

Retribusi Daerah dipungut di wilayah Deere.h tempt pelayanan perakaian 
Keksyaan Daerah diberikan 

BAB VI 

TATA CAA PEMUNGUTAN 

Pasal 1f 

(1) Permungutan Retribusi Daerah tidak dapat diborongkan 

(2) Retribusi dipungut dengan merggunakan SKRD at#u dokumen lain yarg 
dipersarna.an 
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TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 12 

(1) Pembayaran Retribusi Daerah yang terutang harus dilunasi sekaligus lunas 

(2) Pembeyaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain 
yang diturnjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan 

(3) Dalamn hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil 
peneriman Retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 
f24 jam atau dala waktu yang ditentukan oleh Bupati 

(4) Tats cara pembaryaran akan diatur lebih laniut dengan Keputusan Bupati 

SANKS ADMINIS TRAST 

Pasal 13 

Dalam hal Wajib Retributj Daeah tidak merbayar tepat pada waktunya atau 
kurang merbsryat, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dug persen) 
seliap bulan dani Retribusi Daerah yang terutang, yang tidak atau kurang bayar, dan 
ditagih dengan menggunakan SKRD 

TATA CARA PENAGIHAN 

asal 14 

(1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal 
tindakan pelaksnaan penagihe Retribusi Daerah dikeluarkan gegere setelah 
7(tujuh) hari sejak jatuh tempo pemberyaran, 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat 
Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajb Retribusi Daerah hars 
melunasi Retribusi Daerah yang terutang 

(3) Surat Teguran sebagairana dimaksud dalamn ayat (1) dikeluarkan oleh 
Pejabat yang ditunjuk 

Pesa 15 

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagitan Retribusi Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati 

$ 

TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 12 

(1) Pembayaran Retribusi Daerah yang terutang harus dilunasi sekaligus lunas 

(2) Pembeyaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain 
yang diturnjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan 

(3) Dalamn hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil 
peneriman Retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 
fy24 jam atau dala waktu yang ditentukan oleh Bupati 

(4) Tats cara pembaryaran akan diatur lebih laniut dengan Keputusan Bupati 

SANKS ADMINIS TRAST 

Pasal 13 

Dalam hal Wajib Retributi Daeah tidak merbayar tepat pada waktunya atau 
kurang merbsryat, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (du persen) 
seliap bulan dani Retribusi Daerah yang terutang, yang tidak atau kurang bayar, dan 
ditagih dengan menggunakan SKRD 

TATA CARA PENAGIHAN 

asal 14 

(1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal 
tindaka pelaksaan penagihen Retribusi Daerah dikeluarkan gegere setelah 
7(tujuh) hari sejak jatuh tempo pemberyaran, 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat 
Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajb Retribusi Daerah hars 
melunasi Retribusi Daerah yang terutang 

(3) Surat Teguran sebagairana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh 
Pejabat yang ditunjuk 

Pasal 15 

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagitan Retribusi Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati 
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BAB XII 

PENGUANGAN, KERRINGANAN DAN PEMBEBASAN 
RETRIBUSI DAERAH 

Pasal 16 

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, kering&nan dan pembebasan 
Retribusi Daerah 

(2) Tats cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasa Retribusi 
Daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati 

BAB XII 

KADALUWARSA 

Pasal 17 

(1)Hak untuk melakukan penagiha Retribusi, kadaluwars.a setelah melampaul 
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangrya retribusi, kecuali 
apabila wajib retribusi melakukan tindak pidang dibidang retribusi 

(2) Kadaluwars.a penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
tertangguh apabila 
a. Di/terbitkan Surat Teguran dan surat paksa atau; 
b. Ada pengakuan utang retribusi dari w#jib retribusi baik langsung maupun 

fidak langsung 

PELAKSANN DAN PENGAWASAN 

Pasal 18 

Pel.Aksanaan dan pengawas.an Persturan Daerah ini dilakukan oleh Perangkat 
Daerah yang ditunjuk oleh Bupati 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 18 

(f) Waiit Retribusi Daerah yang tidak melaksgnakgn kewajbannya sehingga 
merugika keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) 
bulan atau denda paling banyak 4 ( empat ) kali jumlah Retribusi Daerah 
terutang; 

(2) Tindak Pidana sebagairnana diroak'sud dalam ayat (1) adalah pelanggaran 

6 

BAB XII 

PENGUANGAN, KERRINGANAN DAN PEMBEBASAN 
RE TRIBUSI DAERAH 

Pasal 16 

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, kering&nan dan pembebasan 
Retribusi Daerah 

(2) Tats cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasa Retribusi 
Daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati 

BAB XII 

KADALUWARSA 

Pasal 17 

(1)Hak untuk melakukan penagiha Retribusi, kadaluwars.a setelah melampaul 
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangrya retribusi, kecuali 
apabila wajb retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi, 

(2)Kadaluwars.a penagihen retribusi sebgaimana dimaksud dalam ayat (1) 
tertangguh apabila 
a. Di/terbitkan Surat Teguran dan surat paksa atau; 
b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun 

fidak langsung 

PELAKSANN DAN PENGAWASAN 

Pasal 18 

Pel.Aksanaan dan pengawas.an Persturan Daerah ini dilakukan oleh Perangkat 
Daerah yang ditunjuk oleh Bupati 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 18 

(f) Waiit Retribusi Daerah yang tidak melaksgnakgn kewajbannya sehingga 
merugika keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) 
bulan atau denda paling banyak 4 ( empat ) kali jumlah Retribusi Daerah 
terutang; 

(2) Tindak Pidana sebagairnana diroaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran 
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BAB XVI 

PENYIDIKAN 

asal 20 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Permerintah Daerah diberl 
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan per yidikan tindak 
pidana di bidang Retribusi Daerah; 

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adelah 

a Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan 
berken@an dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi lenglkap dan jelas; 

b. Meneliti, mencart dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi 
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan gehubungen 
dengan tindak pidana Retribusi Daerah; 

¢ Meminta keteranga darn bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daeral 

d Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan 
pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap 
bahan bukti tersebut; 

e. Merinta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 
tindak pidana Retribusi Daerah, 

f. Meryuruh berhenti, melarang geseorang meninggalkan ruangan at8u 
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeniksa 
ldentitas orang dan atatu dokumen yang dibawa sebagaimana maksud hurut 
a 

g Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah 

h. Meanggil orang ntuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagal 
tersangka atau saksi, 

Menghentikan penyidikan 

j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran peryidikan tindak 
pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat 
dipertanggung jawabk.an 

(3) Penyidik sebagaiman.a dimaksud dalarm ayat (1) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan mnenyarnpaikan basil peryidikan kepads Penuntut Umum 
sesugi dengan ketentuan yang diatur dalam Lndang-gndang Nomorg tun 
1981 tentang Hukum Acars Pidana 

' 
BAB XV 

PENYIDIKAN 

asal 20 

(1) Pejabat Pegawai Negeni Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi 
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan per yidikan tindak 
pidana di bidang Retribusi Daerah; 

2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adelah 

a Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan 
berkenaan dengan tindak pidana di@bidang fRetribusi Daerah agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; 

b. Meneliti, mencart dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi 
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakuk.an gehubungan 
dengan tindak pidana Retribusi Daerah; 

¢ Merninta keteranga dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Deerah, 

d Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan 
pencatatan dan dokuren-dokumen, serta melakukan penyitan terhadap 
bahan bukti tersebut; 

e. Merinta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaktanaan tugas perryidikan 
tindak pidana Retribusi Daerah, 

f. Meryuruh berhenti, melarang $es&orang meninggalkan ruangan at8u 
tempat pada saat pemeriksaan sedang beriangsung dan memeriksa 
ldentitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana maksud huruf 
a 

g Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidare Retribusi Daerah; 

h. Meanggil orang ntuk didengar keterangannya dan diperiksg sebagai 
tersangka atau saksi, 

Menghentikan perryidiken 

j Melakukan tindakan lain yang perlu tntuk kelancaran penyidikan tindak 
pidana «di.bidang Retribusi Daerah menurut hukurn yang dapat 
dipertanggung jawabk.an 

(3) Penyidik sebagaiman.a dimaksud dalarm ayat (1) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan mnenyarnpaikan basil peryidikan kepads Penuntut Umumn 
sesugi dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomorg Tun 
1981 tentang Hukum Acars Pidana 
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BAB XVII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 21 

(1) Hal hal yang belum cuup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut pleh Bupati 

(2) Dengan berlakurya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Deerah Kabupaten 
Daerah Tingkat AM Jepara Nomor 16 Tahu 1998 tentang Retribusi Perakaia 
Kekayaan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Jepara 
Namnor 4 tahun 1999 geri B Nomor 3} diryatakan tidak berlaku 

Pasal 22 

eeaturan Daerah ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang dapat mengetahuinye, memerintahkan pengundan1gen Peraturan 
Deerah ini dengan penempatannya dalarm Lermnbaran Daerah 

Disahkan di Jepara 
pada tang9gal 28 Februart 2002 

Diundangkan di 4epara 
pada tangga1 28 Pebrari 2002 

SEKRETAIS DAERAH KABUPATEN JEPARA 

..r" 
SIS0ANT9. A.Se.MN 

Pembina Tk. I 
NIP 010068630 

Asisten Administrasi 

LEMBARAN DAEAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 20O2 NOMOR 2 

- • 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 21 

(1) Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Deerah ini sepanjang 
mengenai pelaksanaannrya akan diatur lebih larjut oleh Bupati 

(2) Dengan berlakurye Persturan Daerah ini, mail Peratturn De rah Kabupaten 
Daerah Tirgkat Al Jepara Nomor 16 Tahu 1998 tentang Retribusi Peraksist 
Kekayaan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tigkat ll Jepara 
Namnor 4 tahun 1999 geni B Nomor 3} diryatakan tidak bereku 

Pasal 22 

Peeaturan Daerah ini mulai bertaku pada tang9el diundangkan 

Agar setiap orang dapat mengetahuirya, memenite""Psuodagan Peraturan 
Deerah ini dengan penempatannya dalgmn tembaran Daerah 

Disahkan di Jepara 
pada tang9gal 28 Februani 2002 

Diundangkan di 4epara 
pada tanggal 28 Pebrari 2002 

SEKRE TARRIS DAERAH KABUPATEN JEPARA zz 
SIS0ANT9..S.Se.MN 

Pembina Tk. I 
NIP 010068630 

Asisten Administrasi 

LEMBARAN DAEAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2DO2 NOMOR 2 
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PENJELASAN 

ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 

NOMOR 2 TAHUN 2002 

TENTANG 

RETRIBUSI PEMAKA!AN KEKAYAAN DAERAH 

UMUM 

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Noror 22 Tahun 1999 
tentang Peerintahan Daerah dan ketentuan Undang-undang Nmar 34 
Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tatun 1999 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mala Daerah diberikan 
kewenangan menggall sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Sendirt 
Surber-sumber Pendapatan Daergh tersebut diharapkan mampu menjadi 
sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan Pererintahen, Pembangunan 
dan peningkatan pelgyanan serta kesejahteraan masyarakat 

Karena beberape ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat Il Jepara Nomor 16 Tatun 1998 tentang Pemakaian 
Keksyasn Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan makg 
perlu ditirjau dan ditetapkan kerbali dengan Peraturan Daerah 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal f sld pasal 
10 

Pasal 1f 

Pasal 12 ayat (1) 

Pasal 12 ayat (2 
s/d pasal 22 

Cukup jelas 

Yang dirnaksud dengan tidak dapat 
diborongkan adalah bawa seluruh proses 
egiatan perungutan retribusi tidak dapat 
diserahkan kepada Fihak ketiga, namun dengan 
sangat selektif dimnungkink.an dilakukan 
erjasama dengan fihak ketiga tertentu yang 
dipadang profesional untuk ikut melaksanakan 
sebagaian proses pemungutan retribusi secara 
lebi/h efisgien kegiat.an pemungutan retribusi 
yang tidaak dapat dikerjasamakan dengen fihak 
ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya 
retribusi terutang, pengawasan penyetoran dan 
penagihan retribusi 

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan 
antara lain berupa karcis ,kwitansi dan kartu 
langganan 

Cukup jels 

' 
PENJELASAN 

ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 

NOMOR 2 TAHUN 2002 

TENTANG 

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 

I. UMUM 

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Noror 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintaha Daera dan ketent.an """@dang Nomor 4 
Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tatun 1999 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mala Daerah diberikan 
kewenangan menggall sumber-sumber Pendapatan As.i Daerah Sendirt 
Surber-$umber Pendapatan Daerah tergebut diharapkan mampu menijadi 
sumber pembiayaan bagi peryelenggaraan Pererintahen, Pembeangunan 
dan peningkatan pelgyanan serta kesejahteraan masyarakat 

Karena beberape ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat Il Jepara Nomor 16 Tatun 1998 tentang Pemakaian 
Kekyasn Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan make 
perlu ditirjau dan ditetapkan kernbali dengan Peraturan Daerah 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal f sld pasal 
10 

Pasal f 

Pasal 12 ayat (1) 

Pasal 12 ayat (2 
s/d pasat 22 

Cukup jelas 

Yang dirnaksud dengan tidak dapat 
diborongkan adalah bawa selurut proses 
egiatan perungutan retribusi tidak dapat 
diserahkan kepade Fihak kepiga, narun dengan 
$angat selektf inungkinkan dilakukan 
erjasama dengan fihak ketiga tertentu yang 
dipadang profs nal untuk ikut melgkssnakan 
sebagaian proses pemungutan retribusi secara 
lebi/h efisgien kegiat.an pemun&utan retribusi 
yang tidaak dapat dikerjasarakan dengen fiha.k 
ketiger adalah kegiatan perhitungan besamya 
retribusi terutang, pengawas.an penyetoran dan 
penagihan retribusi 

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamnakan 
antara lain berupa karois ,owitarsi dam kartu 
langganan 

Cukup jels 
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Ill. PENELASAN LAMPIRAN DAFTAR TARIF RETRIBUSl 

1. Kis Type A deleh kite yang berate dist'as tanah mniiktikaai 
Pererintah Kabupotion leper yang berloksrsi di ibu kota Keamatan 
Jepera, Bengei, Tahunan, Pecang¥ n, Myong damn Kaliyarotan. 

2Kilos Type B adaleh kics yang bersde dist.as tanah midi'dikuai 
Pernin.th Ka.bupaten Jopor di lokri lbu Kot Kecarat lainny 

3. Klasifk.asi reetoran dides.ark.an pode las bangunen 

TAMBAHAN LEM'BARAN DAE AH KABUPATEN JEPARA NOMORR 2 

I 

It. PENJELASAN LAAPIRAN DAFTAR TARIF RE TRIBUSl 

1. Kis Type A deleh kite yang berate dist'as tanah mniiktikaai 
Pererintah Kabupotion leper yang berloksrsi di ibu kota Keamatan 
dpera, Bengei, Tahunan, Pecang¥ n, Myong damn Kaliyaratan. 

2Kilos Type B daleh kire yang berate dist.as tanah midi'dikuai 
Pornerinth Kabupaten Jopor di lokri lbu Kot Keca0ala lainny 

3. lasifk.asi reetoran dides.ark.an pode las bangunen 

TAMBAHAN LEM'BARAN DAE AH KABUPATEN JEPARA NOMORR 2 
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LAMP#RAN PEFATUAN DAEAH KABUPATEN JEPARA 

NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSl 
PEMAKAAN KEKAYAAN DAEAM. 

STRUKTUR DAN BESARNY'A TARI 
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 

� BESARN YA 
N JENIS KEKAYAAN DAERAH TARI KE TERANGAN 0 RETRIBUSl 

' 2 3 4 

f BANGUNAN 

• Kis Type A 125,4mhari 
Kilos Type8 75,4mmhari 

b Restoran Klas I 150,4m/hari 
Restoran Klas I 100,-4m/art 
Restoran Klas Ill 75,4mmhatri 

c Sovenir Shop 100,4mmhani 

d Rumah Dinas . PNS Eselon ll 75.000,bulan . PNS Eselon Ill 40.000,-bulan . PNS Eselon IV 20.000,-/bulain . PNS Non Eselon /Non Jabatan 10.000,-4bulan 
Gun 50.000,-/bulan 

. Dokter 15.000.-/bulan . Para Meris 

• Gedung Pertemuan 
f Gedung Wanita 600.000,- Sekali palkai 

- Siang hari 900.000,- Sekali pakai 
- Malam hari 

300.000,4 hart Sekali pekal 
2 Gedung Pertermuan Lainnya 

2 KENDARAAN'ALAT BERAT 

8 Mesin Gilas/Wheel Roller $$a0pal 60.000,man 
dengan 8 Tor 40.000.-/arl 

b Mesin Gilas/Wilbrator Roller 2,5 Ton 25.000,#hail 
¢ Mesin Glas/DuplekWiborator RRoller 25.000,-4hart 
d Mesin Aspal Sprayer 25.000,-marl 
• Fibrator Plate Termer 20.000,4ha 
4 Fibrtor Plate Rammer 75.000,4an 
g Truck 80.000,#/hari 
h Dump Truk 

LAMP#RAN PEFATUAN DAEAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI 
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAEPAN. 

STRUKTUR DAN BESARNY'A TARI 
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 

� BESARNYA 
N JENIS KEKAYAAN DAERAH TARIF KE TERANGAN 0 RETRIBUSI 

! 2 3 4 

f BANGUNAN 

• Kios Type A 125,40mari 
Kilos Type8 75,4mmhar 

b Restoran Klas I 150,4mari 
Restoran Klas I 100,-4m/hart 
Restoran Klas Ill 75,4mmatri 

c Sovenir Shop 100,4m/hart 

d Rumah Dinas . PNS Eselon Il 75.000,-butan . PNS Eselon Il 40.000,-bulan . PNS Eselon IV 20.000,-/bulan 
. PNS Non Eselon /Non Jabatan¥ 10.000,-4bulan 

Gun 50.000,-/bulan 
. Dokter 15.000,-/bulan 
. Para Meris 

• Gedung Pertemuan 
f Gedung Wanita 600.000,- Sekali paiai 

- Siang hari 900.000,- Sekali palkai 
- Malam hari 

300.000,4 hart Sekali pekal 
2 Gedung Pertemnuan Lainnya 

2 KENDARAAN'ALAT BERAT 

• Nesin Gilag'Wheel Roller 6 $a00pal 50.000,man 
dengan 8 Ton 40.000.-/hart 

b Mesin Gilas/Wiborator Roller 2,5 Ton 25.000.#hail 
¢ Mesin Glas/DuplekWiborator RRoller 25.000,-4ant 
d Mesin Aspal Sprayer 25.000,-marl 
e Fibrator Plate Termer 20.000,4hair 

' ibrat@er late Rammer 75.000,4an 
g Truck 80.000,hari 
h Dump Truk 
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i. Truk Tangki Air 
Bus Besar 

k. Bus Keil 
I. Whell Loader 
m. Bak Hoe 
p. Penjualan Drum Aspal 
q. Pemakaian Direksi Kit 

3 JALAN KABUPATEN 

g. Kendaraan bermotor muatan 
sumbu terberat melebihi 8 ton, 

b Kendaraan bermotor muatan 
$umbu terberat melebihi 4 gtd 8 
ton 

¢ Kendaraan bermotor muatan 
$umbu terberat 4 ton 

4. TANAH 
a. Strategis E 

- Untuk Bisnis 
Untuk perumahan 

• Pertanian 
- Warung dan bangunan lainnya 

tidak permanen ( haria ) 
- Untuk kepentingan lainnya 

b. Strategis I 
- Untuk Bisnis 

- Untuk Perurnaha, 
- Untuk Pertanian 
- Untuk warung den bangunan 

lain7ya Diak perTaren ( 88w8 
harian) 

- Untuk kepentingan lainnya 

c. Strategis Ill 
Untuk Bis.nis 
Untuke Perumaha 

- Untuk Pertanian 
- Untuk warung dan bangunan 

lainnya tidak permanen ( sewa 
harian) 

75.000,4 hart 
1.200.000.- hard 

350.000,4 hat 
50.000, jam 
65.000,-/am 

5.500/luah 
50 % dani niai 

Direksi Kit 

25.000.. 

5.000,- 

2.000, 
/mlbulan 

100,-4m/ulan 
25,-4m/boulen 

50,4m#hart 

160,4mari 

260,4m/bulan 
50,4m/bu/an 

20/m/tulan 
50/m/hari 

100//hari 

150,4m/bulan 
50,-4m/bulan 

15/m/ulan 
50/m/hart 

Mak.simal 24 jam 
Maksimal 24 jam 

Sakal lewat 

Sekali lewat 

Sekali lewat 

5. PANGGUNG REKLAME 

6. TIMBANGAN TERNAK 

1.500,/m/bulan Permakaian kurang 
dani 1 (satu) bulan 
dihitung 1 bulan 

2.00O,-/ekor Sekali timbeng 

� 
f 2 3 4 
� 

i Trk Tangli Air 75.000,4hart 

' Bus Besar 1.200.000,-4 hari Mak.sirel 24 jam 
k Bus Keil 350.000,4 hari Maisimal 24 jar 
I Whell Loader 50.000,/ jam 
m. Back Hoe 65.000,-/an 
p Penjualan Drum Aspal 5.500/buah 
q Permakaian Direksi Kit 50% dari niai 

Direksi Kt 
3 JALAN KABUPATEN 

a. Kendaraan bermotor 25.000.- Sekal lewat muart.a 
sumbu terberat melebihi 8 ton, 

b Kendaraan berTOt.Or 0nu@ta 5.000,- Sekali lewat 
$umbu terberat melebihi 4 s/d 8 
ton 500,- Seial lewat 

c Kendaraan berTOtor 0nuat.an 
gumbu terberat 4 ton 

4 TANAH 
a. Strateis I 2.000,- . Untuk Bisnis /mnlbula . Untuk perumahan 100,4m/bulan . petarian 25,4mules 

. Warung dan bangunan lainnya 50,4m#hari 
tidak permaen (hanian) . Untuk kepentingan lainnya 150,4mhari 

b. Strategis I . Untuk Bisnis 250,4m/bulan . Untuk Perurnahan. 50,4m/bula . UJntuk Pertanian 20//tulan 
. Untuk warung dan bangunan 50/mhhanti 

lain7ya bidark per7Taren (88w8 
harian) . Untuk kepentingan lainnya 100/m/hart 

c. Strategis Ill . Untuk Bisnis 150,4m/bulan . Untuke Perumahan 50,4mulan . Untuk Pertanian 15/m/bulan 
. Untuk warung dan banguran 5/m/an 

lainnya tidak peraen ( 80w% 
harian) 

5 PANGGUNG REKLAME 1.500,4mule Pera . kurang 
dsi f (satu) bulan 
dihitung 1 bulan 

6 TIMBANGAN TERNAK 2.000,4ek0r Seliali timbeng 

.+ 
HENDRO MARTOJO 


